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ABSTRAK 

Shofian. Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan selatan dalam  

Mengatasi Maladministrasi Bidang Kesehatan di Banjarmasin Tahun 

2023. Skripsi, Pembimbing: Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Pada 

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. 

UIN Antasari Bajarmasin, 2026. 

Kata Kunci: Ombudsman, Efektivitas Kinerja, Maladministrasi, Pelayanan 

Kesehatan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya laporan dugaan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2023. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya 

memenuhi prinsip pelayanan publik yang baik sehingga diperlukan pengawasan 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk dan kecenderungan maladministrasi pada bidang kesehatan di 

Kota Banjarmasin Tahun 2023 serta menganalisis efektivitas kinerja Ombudsman 

RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mengatasinyaPenelitian ini merupakan 

penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh 

melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai 

teori utama, teori maladministrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 dan Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, serta didukung perspektif 

Fiqh Siyasah melalui konsep Wilayah al-Mazalim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Ombudsman RI Perwakilan 

Kalimantan Selatan menerima lima laporan pelayanan kesehatan di Kota 

Banjarmasin. Dari lima laporan tersebut, hanya satu yang terbukti mengandung 

maladministrasi berupa tidak diberikannya pelayanan akibat kurangnya 

keterbukaan informasi mengenai persyaratan administrasi, sedangkan empat 

laporan lainnya tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Teori 

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas kinerja Ombudsman RI 

Perwakilan Kalimantan Selatan belum sepenuhnya optimal. Meskipun faktor 

hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan 

pengawasan, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masih menjadi kendala 

akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Ombudsman, 

terbatasnya partisipasi dalam penyampaian laporan, serta belum optimalnya budaya 

transparansi pelayanan publik. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, fungsi pengawasan 

Ombudsman telah sejalan dengan prinsip Wilayah al-Mazalim sebagai pelindung 

hak masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan upaya preventif, sosialisasi, 

dan transparansi agar pengawasan pelayanan kesehatan lebih optimal. 


